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ABSTRAK 

RISKY AYU FADILAH.2025. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, 
Efektivitas PAD, dan Keserasian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan 
Perkebunan Kabupaten Enrekang. Skripsi. Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Rustan dan Safri Haliding. 
 

       Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 
menganalisis kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 
Perkebunan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tanaman 
Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan, 
dokuumen-dokumen dan keterangan tambahan yang diperlukan untuk diteliti. 
Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber 
data yang digunakan dalam pengumpulan data mecakup data sekunder. 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dimulai pada 
tahun 2022 ke 2024, yakni 13,02% menjadi 14,65% menunjukkan tren membaik, 
namun masih berada dalam kategori rendah. Peningkatan berkelanjutan harus 
difokuskan pada penguatan PAD dan efisiensi belanja. Efektivitas PAD menurun 
secara konsisten setiap tahun, dari 12,5% pada tahun 2022 menjadi 10,3% di 
tahun 2024, mengindikasikan perlunya evaluasi target PAD dan optimalisasi 
strategi pemungutan. Rasio Keserasian yang rendah mengindikasikan dominasi 
belanja operasional. 
 
Kata kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Keserasian 
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ABSTRACT 
 

RISKY AYU FADILAH.2025. Analysis of Regional Financial Independence, 
PAD Effectiveness, and Harmony of the Food Crops, Horticulture and 
Plantation Service of Enrekang Regency. Thesis. Department of 
Management, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah 
University of Makassar. Supervised by Rustan and Safri Haliding. 
 
       This research is a quantitative study with the aim of analyzing the financial 
performance of the Food Crops, Horticulture, and Plantation Service of Enrekang 
Regency. This research was conducted at the Food Crops, Horticulture, and 
Plantation Service of Enrekang Regency. The type of data used in this study is 
quantitative data in the form of financial reports, documents, and additional 
information required for the study. Data collection was carried out through 
documentation. In this study, the data sources used in data collection include 
secondary data. Based on the results of the data analysis that has been described, 
it can be concluded that the Regional Financial Independence Ratio (RKKD) 
starting from 2022 to 2024, namely 13.02% to 14.65% shows an improving trend, 
but is still in the low category. Continuous improvement must be focused on 
strengthening PAD and spending efficiency. PAD effectiveness has decreased 
consistently every year, from 12.5% in 2022 to 10.3% in 2024, indicating the need 
for evaluation of PAD targets and optimization of collection strategies. A low 
Harmony Ratio indicates a dominance of operational spending. 

 
Keywords: Regional Financial Independence, PAD Effectiveness, Harmony 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Instansi pemerintahan merupakan lembaga atau badan yang 

dibentuk oleh negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan 

dalam rangka mewujudkan tujuan negara atau daerah. Instansi pemerintahan 

berperan dalam pengelolaan kebijakan, penyelenggaraan layanan publik, 

serta pelaksanaan tugas administratif dan operasional di berbagai sektor, 

seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan infrastruktur. Instansi ini dapat 

berada pada tingkat pusat maupun daerah dan memiliki kewenangan yang 

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari 

struktur pemerintahan, instansi pemerintahan bertanggung jawab untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, menjaga ketertiban, serta 

memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 

        Sementara itu, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien 

merupakan aspek penting di dalam instansi pemerintahan dan 

mengimplementasikan kebijakan publik dalam rangka mendukung 

keberhasilan pembangunan daerah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola 

sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan, memerlukan evaluasi kinerja 

keuangan untuk memastikan anggaran yang dikelola mampu mendukung 

pencapaian target pembangunan secara optimal. Beberapa tantangan dalam 

pengelolaan keuangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan meliputi rendahnya tingkat kemandirian fiskal, kurang optimalnya 
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pemanfaatan PAD, serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya 

mencerminkan keserasian antara belanja publik dan belanja operasional. Hal 

ini dapat menghambat pelaksanaan program prioritas serta mengurangi 

efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. 

       Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, merupakan 

instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pengembangan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Enrekang, Sulawesi 

Selatan. Instansi ini bertugas merancang kebijakan terkait pertanian, baik 

dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, maupun perkebunan, 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kantor pertanian berupaya 

mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dengan 

memanfaatkan teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

(petani), dan menjaga kelestarian lingkungan. Institusi ini menjalankan 

program seperti pelatihan petani, pengelolaan pupuk bersubsidi, prmbangunan 

irigasi, dan promosi produk lokal. Untuk memperkuat sektor pertanian, kantor 

ini bekerja sama dengan pemerintah pusat, swasta dan lembaga internasional. 

        Saat ini pendanaan pemerintahan di Kabupaten Enrekang 

Sulawesi Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer 

pusat sehingga perlunya upaya peningkatan kemandirian fiskal. Selain itu, 

alokasi anggaran yang tidak seimbang dapat memengaruhi keberlanjutan 

program strategis salah satunya di sektor hortikultura dan perkebunan. Oleh 

karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan 

menggunakan indikator rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan 

rasio keserasian untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. 
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        Rofiq & Arza, (2021), mendefinisikan kemandirian keuangan 

daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya 

menggunakan sumber-sumber PAD tanpa bergantung secara signifikan pada 

bantuan dari pihak eksternal, terutama pemerintah pusat. Tingkat kemandirian 

suatu daerah dapat diketahui melalui rasio kemandirian keuangan daerah, 

merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total penerimaan 

daerah yang menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam 

membiayai kebutuhannya secara mandiri. Semakin besar rasio tersebut, 

semakin kecil ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. 

Sebaliknya, jika rasionya rendah, berarti daerah masih sangat bergantung 

pada transfer dana dari pemerintah pusat. 

        Pengertian rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) menurut 

Senapan et al., (2021) yang mengatakan bahwa definisi rasio efektifitas PAD 

merupakan perbandingan antara outcome dan output yang mengarah pada 

tingkat pencapaian hasil program yang telah disusun dan direncanakan 

dengan target yang telah diterapkan. Pengertian efektivitas berkaitan dengan 

keberhasilan suatu kegiatan usaha di sektor public. Dengan demikian, suatu 

kegiatan dianggap efektif apabila kegiatan tersebut memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang menjadi sasaran dan telah terlaksana. 

        Rasio keserasian mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah 

mengatur prioritas alokasi anggarannya secara proporsional antara belanja 

rutin dan belanja pembangunan. Apabila proporsi anggaran yang digunakan 

untuk belanja rutin semakin besar, maka porsi dana yang tersedia untuk 

belanja pembangunan yang berfungsi menyediakan infrastruktur dan fasilitas 
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ekonomi bagi masyarakat cenderung menjadi lebih kecil (Sriningsih et al., 

2021). 

        Analisis kinerja keuangan merupakan salah satu metode untuk 

menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan di 

bidang keuangan dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Analisis 

Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD dan Keserasian Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Enrekang" 

(Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan) untuk periode tahun 2022 hingga 2024. 

B. Rumusan Masalah 

        Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Apakah  Dinas Tanaman Pangan  Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang mampu mengoptimalkan sumber daya tanpa bergantung 

sepenuhnya pada APBD? 

2. Bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang merealisasikan PAD yang direncanakan sesuai 

target yang ditetapkan? 

3. Bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Kabupaten Enrekang memprioritaskan dananya pada Belaja 

Operasional? 

C. Tujuan Penelitian 
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        Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang mampu mengoptimalkan sumber daya 

tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang merealisasikan PAD yang direncanakan 

sesuai target yang ditetapkan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Tanaman Pangan  Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Kabupaten Enrekang memprioritaskan dananya 

pada Belaja Operasional. 

D. Manfaat Penelitian 

        Secara teori, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan daerah melalui analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 

Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio Keserasian. Sementara itu, secara praktis, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi dan 

pemikiran yang berguna dalam menilai serta meningkatkan efektivitas kinerja 

keuangan, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan yang 

semakin kompetitif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Kinerja keuangan  

        Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah 

daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber keuangan asli 

daerah guna mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan, memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah . Hal 

ini dilakukan tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, serta 

memberikan dukungan dalam penggunaan dana keuangan daerah untuk 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Badali et al., 2022). Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap 

laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna 

menilai kinerja keuangan melalui penghitungan berbagai rasio keuangan. Hasil 

analisis ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan, serta panduan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan di masa mendatang. Menurut Setiawan (2021), analisis rasio 

keuangan merupakan perbandingan antara dua data angka dari laporan 

keuangan yang digunakan untuk menilai dan memahami perkembangan 

kinerja keuangan dari tahun ke tahun. 

        Pengukuran kinerja keuangan memiliki peran penting dalam menilai 

tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. 

Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan untuk menunjukkan 

bagaimana dana publik digunakan, tetapi juga mencerminkan sejauh mana 
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dana tersebut dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisiensi 

menunjukkan bahwa dana masyarakat dimanfaatkan untuk menghasilkan 

output secara optimal, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan publik, sementara aspek 

ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam 

jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin (Melmambessy, 

2022). 

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

        Menurut Septa Soraida, (2022), pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam hal 

sebagai berikut: 

a. Mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Perkebunan dalam membiayai pelaksanaan program-

programnya secara mandiri. 

b. Menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan 

pendapatan yang telah direncanakan. 

c. Menganalisis tingkat aktivitas Dinas dalam menggunakan pendapatan 

untuk membiayai berbagai pengeluaran. 

d. Menilai besarnya kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap 

total pendapatan yang diperoleh. 

e. Mengamati tren pertumbuhan atau perubahan pendapatan dan belanja 

selama periode waktu tertentu. 
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3. Indikator Kinerja Keuangan 

        Setiap organisasi memiliki indikator-indikator kinerja tertentu yang 

berfungsi untuk menilai atau mengukur tingkat pencapaian kinerjanya. 

Perbedaan dalam penilaian dan hasil pencapaian kinerja seringkali 

menimbulkan kebingungan dalam menilai kinerja suatu organisasi secara 

objektif. Oleh karena itu, keberadaan indikator kinerja sangat penting sebagai 

tolok ukur untuk menentukan apakah suatu kinerja dapat dikatakan berhasil 

atau tidak. Menurut Permatasari & Trisnaningsih, (2022) terdapat indikator 

kinerja keuangan daerah meliputi; 

a. Indikator masukan (inputs) 

Indikator masukan mencakup semua hal yang diperlukan agar suatu 

organisasi dapat menghasilkan keluaran, baik berupa barang maupun jasa, 

yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan lain-lain. 

b. Indikator Proses (process) 

Indikator proses adalah ukuran yang menentukan kegiatan dari segi 

kecepatan, ketepatan, dan tingkat akurasi dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Contohnya termasuk kepatuhan terhadap peraturan-undangan 

dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau 

menyediakan layanan. 

c. Indikator keluaran (output)  

Indikator keluaran merujuk pada hasil yang diharapkan dapat dicapai 

langsung dari suatu kegiatan, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. 
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Contohnya termasuk jumlah produk atau jasa yang dihasilkan serta presisi 

dalam memproduksi barang atau jasa. 

d. Indikator hasil (outcome)  

Indikator hasil menggambarkan sejauh mana suatu kegiatan menunjukkan 

efektivitasnya dalam jangka menengah. Contoh indikator ini antara lain 

mencakup mutu produk dan layanan yang dihasilkan serta tingkat 

produktivitas pegawai. 

e. Indikator manfaat (Benefit) 

Indikator manfaat mengacu pada aspek yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan akhir dari suatu kegiatan. Contoh penerapannya 

mencakup tingkat kepuasan masyarakat dan seberapa besar partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan tersebut. 

f. Indikator Dampak (Impact)  

Indikator dampak menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu 

kegiatan, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Misalnya, 

peningkatan taraf hidup masyarakat dan bertambahnya pendapatan 

masyarakat. 

4. Laporan keuangan 

        Laporan keuangan pada dasarnya menyajikan informasi yang 

mencerminkan kondisi finansial suatu perusahaan, dan informasi ini dapat 

digunakan sebagai cerminan dari kinerja keuangannya. Secara umum, jenis-

jenis laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, serta laporan arus kas. Laporan keuangan berfungsi sebagai "alat 



 

15 
 

evaluasi" terhadap berbagai aktivitas perusahaan, seperti pendanaan, 

investasi, dan operasional, yang kemudian dianalisis untuk menilai posisi 

keuangan perusahaan tersebut. 

        Menurut Hastiwi et al, (2022), laporan keuangan adalah penyajian 

terstruktur yang menggambarkan posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi berbagai 

kalangan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, 

Ramadhan et al., (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk 

menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan posisi perubahan 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi banyak pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat penting untuk memancarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta waktu 

dan kepastian dari hasil tersebut. 

        Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan 

informasi terkait kondisi keuangan perusahaan, yang ditujukan bagi pihak 

internal maupun eksternal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Laporan ini dapat disusun secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan perusahaan. Intinya, laporan keuangan berfungsi sebagai sumber 

informasi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, 

baik dari dalam maupun luar organisasi. 

       Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tujuan yang ingin 

dicapai, khususnya bagi pemilik dan pihak manajemen perusahaan. Secara 
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lebih spesifik, Syaharman (2021) menyatakan bahwa laporan keuangan 

memiliki beberapa tujuan, antara lain: 

a. Menyajikan data mengenai jenis dan nilai aset (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada waktu tertentu. 

b. Menyediakan informasi mengenai jenis dan besarnya kewajiban serta 

ekuitas perusahaan pada saat ini. 

c. Menyampaikan informasi terkait jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh selama periode tertentu. 

d. Menginformasikan jenis dan total biaya yang dikeluarkan perusahaan 

dalam kurun waktu tertentu. 

e. Menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban, 

dan ekuitas perusahaan. 

f. Menyediakan gambaran mengenai kinerja manajemen perusahaan 

selama periode pelaporan. 

g. Menyampaikan informasi tambahan dalam bentuk catatan atas laporan 

keuangan. 

h. Memberikan informasi keuangan lainnya yang relevan bagi pihak yang 

berkepentingan         

       Dengan adanya laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan 

secara keseluruhan dapat dipahami atau diketahui secara lebih lengkap. 
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5. Analisis Kinerja Keuangan 

        Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan tertib, mematuhi 

peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan pengelolaan yang 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penilaian 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah 

daerah, yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan daerah. Laporan ini dinilai untuk menentukan apakah pemerintah 

daerah berhasil melaksanakannya dengan baik atau tidak.        

       Qosasi & Riharjo (2022) pengukuran kinerja memiliki tiga tujuan 

utama. Pertama, sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah. Kedua, sebagai dasar dalam pengalokasian sumber daya serta 

mendukung proses pengambilan keputusan. Ketiga, untuk menciptakan 

akuntabilitas publik serta memperbaiki komunikasi antar lembaga. Kinerja 

sendiri merupakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh suatu 

organisasi. Apabila hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan, maka 

kinerja tersebut dinilai baik. Jika hasilnya melebihi target yang ditetapkan, 

maka kinerja dapat digolongkan sangat baik. Namun, apabila hasil yang 

diperoleh tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerjanya dianggap 

kurang memuaskan. Sementara itu, kinerja keuangan merupakan ukuran 

pencapaian yang didasarkan pada sejumlah indikator keuangan. 
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6. Rasio Kemandirian Keuangan daerah 

       Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan yang mencakup 

pembangunan, ekonomi, serta pelayanan kepada masyarakat yang bersedia 

membayar pajak dan retribusi daerah, yang kemudian digunakan untuk 

meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator dalam 

penelitian ini sejalan dengan variabel RKKD, yang diperoleh dari perhitungan 

antara PAD dan Dana Perimbangan. 

        Menurut  Digdowiseiso & Satrio (2022), rasio kemandirian 

keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Adapun peningkatan kemandirian keuangan daerah, yang dilihat dari 

perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana 

perimbangan, dapat meningkatkan IPM. Selain itu, peningkatan PAD dapat 

memperbesar anggaran belanja daerah untuk membiayai sektor-sektor yang 

menguntungkan dan memiliki manfaat jangka panjang. Salah satu contohnya 

adalah pengalokasian dana untuk pembangunan manusia, di mana alokasi 

tersebut digunakan untuk dimensi pendidikan, seperti pemberian beasiswa 

bagi siswa kurang mampu, perbaikan fasilitas pendidikan, dan bantuan 

pendidikan lainnya. 

        Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan 

kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1  

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 

Rendah sekali 0%-25% 

Rendah 25%-50% 

Sedang 50%-75% 

Tinggi 75%-100% 

Sumber : (Kamaroellah, 2017) 

7. Rasio Efektifitas PAD 

        Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan Dinas Tanaman 

Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam merealisasikan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

        Suatu instansi pemerintah daerah dikatakan efektif dalam 

menjalankan tugasnya apabila rasio yang dicapai setidaknya mencapai angka 

1 (satu) atau 100 persen. Sementara itu, tingkat efisiensi yang semakin tinggi 

mencerminkan peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber 

dayanya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih tepat, rasio efektivitas perlu 

dibandingkan dengan rasio efisiensi yang telah dicapai oleh pemerintah 

daerah. Rasio efisiensi sendiri menunjukkan perbandingan antara total biaya 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan pendapatan yang 

berhasil direalisasikan. Kinerja keuangan daerah dalam hal pengumpulan 

pendapatan dianggap efisien apabila rasio yang diperoleh berada di bawah 

angka 1 (satu) atau kurang dari 100 persen (Melmambessy, 2022). 
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Tabel 2. 2  Efektivitas keuangan 

Kemampuan Keuangan Rasio Efektivitas (%) 

Sangat efektif >100 

Efektif 100 

Cukup Efektif 90-99 

Kurang Efektif 75-89 

Tidak Efektif <75 

Sumber: (Syaifanur & Saleh, 2022) 

8. Rasio Keserasian 

         Rasio keserasian menggambarkan bagaimana instansi 

pemerintah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal antara belanja 

operasional dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja operasional, maka persentase belanja modal yang 

digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana ekonomi cenderung 

semakin kecil. 

        Rasio belanja operasi daerah menginformasikaan mengenai porsi 

belanja daerah yang dialokaasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi 

merupakan belanja yang manfaatanya habis dikonsumsi dalam suatu tahun 

atau berulang. Pada umumnya posi belanja operasi mendominasi total belanja 

daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan 

yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi 

dibandingkan pemerintah daerah yang pendapatannya masih rendah (Endang 

Purwanti, 2021) 

       Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang pasti mengenai 

besaran ideal Rasio Belanja Operasi maupun Belanja Modal terhadap APBD, 

karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan 
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pembangunan serta besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk 

mencapai target pertumbuhan. Kendati demikian, di negara berkembang 

seperti Indonesia, pemerintah daerah masih memegang peranan penting 

dalam mendorong proses pembangunan. Oleh karena itu, proporsi belanja 

pembangunan yang masih tergolong rendah perlu ditingkatkan agar sejalan 

dengan kebutuhan pembangunan yang ada. 

B. Tinjauan Empiris 

       Pada bagian ini, peneliti telah mencantumkan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian terkait kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya digunakan sebagai dasar pendukung, baik dalam 

memperoleh teori maupun poin-poin penting. Berikut adalah penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

Tabel 2. 3  

Tinjauan Empiris 

No Nama 

(Tahun) 
Judul Alat Analisis Hasil 

1 Amu et al, 

(2023) 

Analisis 

Realisasi 

Pendapatan Asli 

Daerah dengan 

Menggunakan 

Rasio 

Efektivitas, 

Kuantitatif Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah berdasarkan 

Rasio Efektivitas, 

Rasio Efisiensi, dan 
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Rasio Efisiensi 

dan Rasio 

Pertumbuhan di 

Badan 

Keuangan Kota 

Gorontalo 

Rasio Pertumbuhan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kota 

Gorontalo. Lokasi 

penelitian berada di 

Badan Keuangan Kota 

Gorontalo dengan 

pendekatan metode 

deskriptif. Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan melalui 

dokumentasi. Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

Rasio Efektivitas PAD 

Kota Gorontalo pada 

periode 2013–2018 

mencapai 82%, yang 

dikategorikan cukup 

efektif, sedangkan 

pada periode 2019–

2021 mencapai 100% 

dan termasuk dalam 

kategori efektif. 

Sementara itu, Rasio 
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Efisiensi PAD selama 

periode yang diteliti 

berada pada angka 

99%, yang 

menandakan tingkat 

efisiensi yang rendah. 

Adapun Rasio 

Pertumbuhan PAD 

Kota Gorontalo pada 

tahun 2013–2018 

sebesar 15% dan 

meningkat sedikit 

menjadi 16% pada 

tahun 2018–2021, 

namun masih 

tergolong dalam 

kategori pertumbuhan 

yang rendah. 

2 Akib et al 

(2024) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Buton Utara 

Kuantitatif Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui dan 

mengevaluasi Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Buton Utara melalui 
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analisis Rasio 

Kemandirian 

Keuangan Daerah, 

Rasio Efektivitas dan 

Efisiensi, Rasio 

Keserasian, serta 

Rasio Pertumbuhan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dengan teknik analisis 

data secara deskriptif 

untuk mengukur 

kinerja keuangan 

daerah. Berdasarkan 

hasil penelitian pada 

tahun anggaran 2018–

2022, Rasio 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Kabupaten Buton 

Utara masih berada 

pada tingkat yang 

sangat rendah dan 

menunjukkan pola 
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hubungan yang 

bersifat instruktif. 

Rasio Efektivitas PAD 

mengindikasikan 

bahwa kinerja 

pemerintah daerah 

tergolong sangat 

efektif. Rasio Efisiensi 

menunjukkan bahwa 

pengelolaan 

keuangan daerah 

dikategorikan cukup 

efisien. Sementara itu, 

Rasio Keserasian 

menunjukkan bahwa 

belanja operasional 

lebih mendominasi 

dibandingkan belanja 

modal. Adapun Rasio 

Pertumbuhan 

Keuangan Daerah 

memperlihatkan 

bahwa pertumbuhan 

PAD, pendapatan, 

belanja operasional, 
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dan belanja modal 

cenderung mengalami 

fluktuasi selama 

periode yang diteliti. 

3 Putri & 

Munandar, 

(2021) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Malang Tahun 

Anggaran 2016-

2020 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

rasio efektifitas 

dikategorikan efektif, 

rasio efisiensi 

dikategorikan tidak 

efisien, rasio 

kemandirian 

pengelolaan 

keuangan daerah 

masih rendah, rasio 

aktifitas kurang baik, 

rasio pertumbuhan 

pada komponen 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kurang 

baik, sementara pada 

komponen rasio 

pendapatan daerah 

dikategorikan sedang, 

untuk pertumbuhan 
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belanja dikategorikan 

kurang baik karena 

porsi belanja operasi 

lebih besar dari 

belanja modal. 

4 Awani & 

Hariani, 

(2021) 

Analisa Rasio 

Kemandirian 

Daerah dan 

Rasio  

Keuangan  

Terhadap  

Kinerja  

Keuangan  

Pemerintah 

Daerah 

 

Kualitatif dan 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil 

penelitian, tingkat 

kemandirian daerah di 

seluruh kabupaten 

yang berada di Pulau 

Sumatera selama 

periode 2015–2018 

tergolong rendah, 

dengan rata-rata yield 

hanya mencapai 25%. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa efisiensi dalam 

pengelolaan belanja 

daerah masih 

tergolong kurang 

optimal. Sementara 

itu, pengelolaan 

Pendapatan Asli 

Daerah dinilai cukup 

efektif, karena rata-
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rata capaian PAD 

berada di atas 90%. 

Namun, laju 

pertumbuhan PAD 

selama periode 

tersebut menunjukkan 

pola yang tidak stabil 

atau mengalami 

fluktuasi. 

5 Irwan 

Moridu, 

(2021) 

Efisiensi dan 

Efektivitas 

Penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kabupaten 

Banggai 

Kuantitatif  Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui dan 

menganalisis tingkat 

efisiensi dan 

efektivitas penerimaan 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di 

Kabupaten Banggai. 

Analisis data 

dilakukan secara 

deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan 

rasio efisiensi dan 

efektivitas PAD. 

Berdasarkan hasil 
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analisis, selama 

periode 2015–2018, 

tingkat efisiensi PAD 

di Kabupaten Banggai 

tergolong sangat 

efisien, dengan 

persentase masing-

masing sebesar 

0,43% pada tahun 

2015, 0,37% pada 

2016, 0,49% pada 

2017, dan 0,35% pada 

2018. Sementara itu, 

efektivitas PAD pada 

tahun 2015 berada 

dalam kategori sangat 

efektif dengan nilai 

105,20%, kemudian 

menurun ke kategori 

cukup efektif pada 

tahun 2016 dan 2017 

dengan nilai masing-

masing 96,61% dan 

95,95%. Namun, pada 

tahun 2018 efektivitas 
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menurun lebih lanjut 

ke kategori kurang 

efektif dengan capaian 

sebesar 77,31%. 

6 Amal dan 

Wibowo, 

(2022) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi DKI 

Jakarta Sebelum 

Dan Sesudah 

Pandemi Covid-

19 

Kualitatif dan 

Kuantitatif  

Pandemi Covid-19 

menjadi tantangan 

tersendiri bagi 

pemerintah daerah 

dalam mengelola dan 

menyajikan laporan 

keuangan secara 

akuntabel. Analisis 

keuangan digunakan 

sebagai alat untuk 

menilai kondisi dan 

kinerja keuangan 

berdasarkan data 

laporan keuangan, 

serta untuk 

memproyeksikan 

kinerja keuangan di 

masa mendatang. 

Provinsi DKI Jakarta 

juga diperkirakan turut 

merasakan dampak 
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dari pandemi tersebut. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

membandingkan 

kinerja keuangan 

Provinsi DKI Jakarta 

selama tahun 

anggaran 2019 hingga 

2020. Studi ini 

menggunakan 

pendekatan deskriptif 

kuantitatif dengan 

menganalisis 

beberapa rasio 

keuangan, antara lain 

rasio kemandirian, 

efektivitas, efisiensi, 

aktivitas, 

pertumbuhan, dan 

Debt Service 

Coverage Ratio 

(DSCR). Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

Provinsi DKI Jakarta 
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secara umum berhasil 

mempertahankan 

beberapa rasio utama, 

seperti rasio 

kemandirian, 

efektivitas, dan DSCR. 

Namun, rasio aktivitas 

dan pertumbuhan 

mengalami penurunan 

selama masa pandemi 

Covid-19. 

7 Karlina & 

Handayani, 

(2020) 

Analisis Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pengelolaan 

Apbd Kota 

Surabaya Tahun 

2012-2015 

Kualitaatif dan 

Kuantitati 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

1) Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah 

dalam Pengelolaan 

Anggaran Pendapatan 

Daerah Kota 

Surabaya secara 

umum dikatakan 

Kurang baik dalam 

varian pendapatan. 

Hal ini dibuktikan (a) 

varians pendapatan 

daerah rata-rata di 
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bawah 100%, (b) rasio 

keuangan daerah 

dilihat derajat 

desentralisasi 

menunjukkan rata- 

rata 53,54%, rasio 

kemandirian 

keuangan daerah 

rata-rata 176,05%, 

rasio pertumbuhan 

pendapatan daerah 

rata-rata positif, 2) 

kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

dalam pengelolaan 

angaran belanja 

daerah Kota Surabaya 

secara umum dapat 

dikatakan baik. Hal ini 

dibuktikan (a) varians 

belanja daerah rata-

rata di bawah 100%, 

(b) keserasian belanja 

daerah dilihat dari 

rata-rata belanja 
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modal 24,98% dan 

rata-rata belanja 

operasional 74,98%, 

(c) efesiensi belanja 

daerah rata-rata 

dibawah 100% yakni 

82,54%, (b) 

pertumbuhan belanja 

daerah mengalami 

pertumbuhan rata-rata 

11,00%, (c) 

keserasian belanja 

daerah dapat 

dikatakan bahwa 

Pemerintah Kota 

Surabaya 

mengalokasikan 

sebagian besar 

anggaran belanjanya 

untuk belanja operasi 

rata-rata 90,33% 

dibandingkan dengan 

belanja modal rata- 

rata 9,57%, (d) 

efisiensi belanja 
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daerah menunjukkan 

rata-rata di bawah 

100%. 

8 (Marselina & 

Herianti, 

2022) 

Analisis 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah dalam 

Pengelolaan 

Keuangan pada 

Pemerintah 

Provinsi 

Bengkulu 

Kuantitatif  Kemandirian 

keuangan merupakan 

salah satu tolok ukur 

keberhasilan 

pelaksanaan otonomi 

daerah. Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis dan 

mengevaluasi tingkat 

kemandirian 

keuangan dalam 

pengelolaan 

keuangan Pemerintah 

Provinsi Bengkulu. 

Data yang digunakan 

dalam penelitian ini 

bersifat kuantitatif 

dengan sampel 

berupa laporan 

keuangan daerah 

Provinsi Bengkulu 

pada periode 2017 
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hingga 2021. Metode 

analisis yang 

diterapkan adalah 

deskriptif. Hasil 

penelitian 

mengungkapkan 

bahwa rata-rata rasio 

tingkat kemandirian di 

Kota dan Kabupaten 

Provinsi Bengkulu 

selama tahun 2017–

2021 adalah sebesar 

6,88%, yang termasuk 

dalam kategori pola 

hubungan instruktif. 

Selain itu, rata-rata 

kapasitas keuangan 

daerah di wilayah 

tersebut mencapai 

100,48%, yang 

menunjukkan 

kapasitas keuangan 

sangat baik karena 

berada di atas 

ambang 50%. Dari sisi 
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efektivitas, rasio rata-

rata selama periode 

tersebut mencapai 

87,91%, yang 

menunjukkan tingkat 

efektivitas cukup baik 

dengan kategori 

cukup efektif (interval 

80-90%). Namun, 

rasio efisiensi selama 

tahun 2017–2021 

tercatat sangat tinggi, 

yaitu sebesar 

1.841,87%, yang 

mengindikasikan 

bahwa kinerja 

keuangan daerah 

belum efisien karena 

biaya belanja daerah 

melebihi realisasi 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

9 Ratu et al., 

(2023) 

Analisis 

Komparasi 

Kinerja 

Kuantitatif  Penelitian ini 

bertujuan untuk 

membandingkan 



 

38 
 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Kepulauan Dan 

Non Kepulauan 

Di Sulawesi 

Utara 

kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah 

antara Kabupaten 

Kepulauan dan non 

Kepulauan di 

Sulawesi Utara 

dengan melihat rasio 

kemandirian, 

ketergantungan, 

efektivitas, efisiensi, 

dan aktivitas. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

komparatif dengan 

memanfaatkan data 

sekunder. Populasi 

penelitian mencakup 

15 Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Utara, 

sedangkan sampel 

yang diambil 

sebanyak 6 

Kabupaten/Kota 

dengan metode 
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Simple Random 

Sampling, meliputi 30 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Analisis data 

dilakukan 

menggunakan uji 

deskriptif dan uji beda 

rata-rata dengan 

teknik Independent 

Sample t-test. Hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan 

signifikan pada kinerja 

keuangan antara 

Kabupaten Kepulauan 

dan non Kepulauan 

dalam hal rasio 

kemandirian, efisiensi, 

dan aktivitas. Namun, 

untuk rasio 

ketergantungan dan 

efektivitas, tidak 



 

40 
 

ditemukan perbedaan 

yang signifikan. 

10 Riana, 

(2021) 

Evaluasi Kinerja 

Manajemen dan 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan Tahun 

Anggaran 2014-

2018 

Kuantitatif Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

pengelolaan dan 

kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah 

Sumatera Selatan 

pada periode 2014-

2018 dengan 

pendekatan deskriptif 

kuantitatif. Data yang 

digunakan merupakan 

data sekunder, yaitu 

laporan keuangan 

Pemerintah Daerah 

Sumatera Selatan 

tahun 2014-2018 serta 

data pendukung lain 

dari Badan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

(BPKD) setempat. 

Teknik analisis 
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dilakukan dengan 

menghitung dan 

mengkaji berbagai 

rasio keuangan terkait 

pelaksanaan APBD. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah 

Sumatera Selatan 

selama tahun 

anggaran 2014-2018 

tergolong cukup baik. 

Rata-rata rasio 

kemandirian tercatat 

sebesar 39,06%, yang 

termasuk dalam pola 

hubungan konsultatif, 

rasio efisiensi rata-

rata 92,38% yang 

masuk kategori efektif, 

dan rasio perolehan 

rata-rata sebesar 

74,87% yang 

dikategorikan efisien. 
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Selain itu, rasio rata-

rata belanja operasi 

mencapai 79,62%, 

sedangkan belanja 

modal sebesar 

19,43%, menunjukkan 

bahwa Pemerintah 

Daerah lebih 

memprioritaskan 

pengeluaran 

operasional 

dibandingkan 

investasi modal. Rasio 

pertumbuhan 

keuangan selama 

periode tersebut 

menunjukkan 

fluktuasi. 

 

C.  Kerangka Pikir 

        Analisis kinerja keuangan merupakan proses evaluasi untuk menilai 

sejauh mana kemajuan pencapaian dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan di 

bidang keuangan selama periode tertentu. Dalam penelitian ini, terdapat tiga 

jenis rasio yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan.  
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Gambar 3. 1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Nirma, 2018)

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, 

Efektivitas PAD dan Keserasian Dinas 

Tanaman Pagan Hortikultura dan 

Perkebunan Kab.Enrekang 

Rasio 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Rasio 

Keserasian 

Kemandirian Terhadap APBD 

Rasio Efektivitas 

PAD 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

        Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

memberikan gambarakan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan 

dinas, baik itu aspek kemandirian maupun kepatuhannya terhadap aturan.  

B. Fokus Penelitian 

        Fokus utama penelitian ini untuk menilai kemampuan Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam 

mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, baik melalui optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun efesiensi dalam penggunaan 

anggaran. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan yang beralamat dijalan poros Pinang - Rappang Km 3 Kabupaten 

Enrekang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan. 

D.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa laporan 

keuangan, dokumen-dokumen, dan keterangan tambahan yang diperlukan 

untuk penelitian ini. Sementara itu, data kualitatif terdiri dari penjelasan 
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yang diberikan oleh pejabat berwenang yang dianggap berkompeten 

dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melihat informasi berupa data, 

dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penulisan ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulkan data. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 

berbagai dokumen atau catatan yang telah tersedia. Selain itu, metode 

wawancara juga diterapkan sebagai pelengkap apabila informasi dari 

dokumentasi dirasa belum cukup jelas. 

F. Definisi Operasional Variabel 

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai 

akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran. Penilaian akuntabilitas 

tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana instansi 

pemerintah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih 

pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip 

pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis. 

Penelitian ini mengukur variabel kinerja keuangan dengan 3 bagian 

yaitu: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 
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Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap    bantuan    

pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, 

dan demikian pula sebaliknya. 

2. Rasio efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan.  

3. Rasio keseraian 

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin 

dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman 

berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan 

belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan 

pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk 

mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang bersifat 

generalisasi. Analisis deskriptif memberikan gambaran terhadap berbagai 

permasalahan yang menjadi objek penelitian serta menghasilkan kesimpulan 

yang bersifat umum. Penelitian ini menggunakan tipe hubungan korelasional, 

yang bertujuan untuk menemukan fakta mengenai kemampuan Dinas 
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Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian dalam mengoptimalkan sumber 

daya tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. Hasil penelitian ini 

menekankan pada pemberian gambaran objektif mengenai sejauh mana dinas 

tersebut mampu meningkatkan kemandirian fiskal dan mengelola 

anggarannya secara optimal. 

Penelitian ini mengukur variabel kinerja keuangan dengan 3 bagian 

yaitu: 

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 

mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap    bantuan    

pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, 

dan demikian pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung rasio 

kemandiriankeuangan daerah: 

RKKD =
 PAD

Pendapatan Transfer
𝑥100% 

5. Rasio efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memobilisasi PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rumus 

Rasio Efektifitas adalah sebagai berikut: 

Rasio Efektifitas PAD =
Realisasi PAD

Anggaran PAD
𝑥100% 

6. Rasio keseraian 
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Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin 

dan belanja modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman 

berapa besarnya rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan 

belum ada, dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan 

pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk 

mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. 

Rasio Belanja Operasi =
Total Belanja Operasi

Total Belanja Daerah
𝑥100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Kabupaten Enrekang, yang terletak di Sulawesi Selatan, memiliki 

potensi yang besar dalam sektor pertanian, khususnya dalam tanaman 

pangan. Tanaman pangan utama yang dibudidayakan di daerah ini meliputi 

padi, jagung, dan umbi-umbian. Padi menjadi komoditas pokok yang sangat 

penting bagi masyarakat, sementara jagung dan umbi-umbian seperti 

singkong dan ketela juga berkontribusi pada ketahanan pangan lokal. Dengan 

kondisi tanah yang subur dan iklim yang mendukung, petani di Kabupaten 

Enrekang dapat memproduksi hasil pertanian yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. 

Di samping tanaman pangan, sektor hortikultura di Kabupaten 

Enrekang juga berkembang pesat. Berbagai jenis sayuran, seperti cabai, 

tomat, dan sayuran hijau, serta buah-buahan seperti pisang, mangga, dan 

jeruk, banyak dibudidayakan oleh petani. Tanaman hortikultura ini tidak hanya 

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk 

dipasarkan ke daerah lain, sehingga memberikan peluang tambahan bagi 

pendapatan petani. Upaya diversifikasi tanaman hortikultura ini didorong oleh 

permintaan pasar yang terus meningkat, serta kesadaran masyarakat akan 

pentingnya konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk kesehatan. 

Sektor perkebunan di Enrekang juga memiliki peranan penting, 

terutama dalam produksi kopi yang dikenal berkualitas tinggi. Selain kopi, 

tanaman rempah seperti cengkeh dan kakao juga menjadi komoditas unggulan 



 

39 
 

yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. 

Pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya untuk meningkatkan 

produktivitas sektor perkebunan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada 

petani, serta pengenalan teknologi pertanian modern. Meskipun tantangan 

seperti perubahan iklim dan serangan hama tetap ada, pengembangan sistem 

pertanian berkelanjutan dan diversifikasi tanaman menjadi fokus utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di 

Kabupaten Enrekang. 

Pendirian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di 

Kabupaten Enrekang didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan 

produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah tersebut. Dengan 

potensi alam yang melimpah, termasuk tanah subur dan iklim yang 

mendukung, Kabupaten Enrekang memiliki peluang besar untuk 

mengembangkan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Dinas ini 

bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, 

sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat, serta mendukung perekonomian lokal. 

Pendirian dinas ini juga merupakan respons terhadap tantangan 

yang dihadapi oleh petani, seperti perubahan iklim, serangan hama, dan akses 

terbatas terhadap teknologi modern. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, 

dan Perkebunan berperan penting dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, 

dan informasi yang diperlukan oleh petani untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan mereka. Dengan adanya dukungan dari dinas ini, 

diharapkan petani dapat mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik dan 
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berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil 

pertanian. 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga 

berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat petani. 

Melalui dinas ini, pemerintah dapat lebih efektif dalam merumuskan kebijakan 

dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dinas ini juga 

berperan dalam memfasilitasi akses petani terhadap pasar, sumber daya, dan 

teknologi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian 

Enrekang. Dengan demikian, pendirian dinas ini diharapkan dapat 

memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan sektor 

pertanian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Enrekang. 

1. Visi dan Misi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman 

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang mempunyai visi 

dan misi yang merupakan pemandu arah, guna menciptakan persatuan 

dan kesatuan gerak bersama bagi seluruh jajaran pada Dinas Tanaman 

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, dalam 

pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi. 

a. Visi 

1. Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan 

Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang 

2. Peningkatan kualitas hasil dan daya saing produk pertanian 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan unggul daerah. 
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3. Pemenuhan prasarana dan saran pertanian dalam rangka 

mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman 

Pangan Hortikultura dan Perkebunan. 

b. Misi 

1. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditi utama 

tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan. 

2. Penurunan Tingkat kehilangan hasil saat panen. 

3. Penurunan persentase serangan Organisasi Pengganggu 

Tanaman (OTP). 

4. Peningkatan pengganggu benih bermutu dan bersertitifikat. 

5. Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani 

6. Ketersediaan peralatan dan mesin pertanian serta ketersediaan 

pupuk bagi petani. 

7. Peningkatan profesionalisme kelembagaan tani dan pendukung 

usaha tani. 

8. Efektivitas usaha agribisnis kelompok tani. 

9. Fasilitas aspek permodalan bagi petani dan pelaku usaha 

pertanian. 

10. Penguatan kelembagaan pertanian, peningkatan kapasitas dan 

kompetensi ketenagaan penyuluhan pertanian. 

2. Stuktur organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang 

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 84 Tahun 2023, 

susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang terdiri atas: 
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1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, yang membawahi: 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

 Sub Bagian Keuangan dan Aset 

3. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Pertanian, yang membawahi: 

 Seksi Lahan Irigasi dan Pembiayaan 

 Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian 

 Seksi Penyuluhan 

4. Bidang Tanaman Pangan, yang membawahi: 

 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan 

 Seksi Produksi Tanaman Pangan 

 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 

5. Bidang Hortikultura, yang membawahi: 

 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura 

 Seksi Produksi Tanaman Hortikultura 

 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura 

6. Bidang Perkebunan, yang membawahi: 

 Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan 

 Seksi Produksi Tanaman Perkebunan 

 Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 84 Tahun 2023, Tugas 

pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang. 

Tugas Pokok 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan. Tugas ini mencakup perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, serta penyelenggaraan 

administrasi di bidang terkait. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas ini menyelenggarakan 

fungsi-fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan. 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan 

perkebunan. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, 

hortikultura, dan perkebunan. 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura, 

dan perkebunan. 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya.  
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B. Hasil Penelitian 

1. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang.  

       Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan 

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 

Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang 

wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah 

diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 

       Analisis Kinerja Keuangan Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses 

penelitian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan 

pekerjaan/kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2022-

2024. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja 

keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Keserasian. Data 

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi 

Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Enrekang. Dari 

data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Dinas Tanaman 

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, adapun 

analisis keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten 

Enrekang disajikan pada uraian berikut. 
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TABEL 4.1 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS 

TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 

KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 

 

No Uraian Anggaran Tahun 2022 Realisasi  Realisasi Tahun 2021 

A Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Rp 125,000,000.00 Rp 157,300,000.00 Rp 154,800,000.00 

B Belanja 
Operasi 

Rp 22,518,435,672.00 Rp 20,531,842,899.00 Rp 26,509,173,238.00 

 1. Belanja 
pegawai 

 

Rp 10,090,944,291.00 Rp 10,067,144,291.00 Rp 9,755,181,196.00 

2. Belanja 
barang 
dan jasa 

 

Rp 4,717,387,314.00 Rp 4,578,906,841.00 Rp 9,608,134,720.00 

3. Belanja 
pemeliha
raan 

Rp 75,000,000.00 Rp 75,000,000.00 Rp 89,400,000.00 

4. Belanja 
Perjalana
n Dinas 

Rp 2,392,907,604.00 Rp 2,392,052,263.00 Rp 2,306,306,239.00 

5. Belanja 
hibah 

Rp 7,710,104,067.00 Rp 5,885,791,767.00 Rp 7,145,857,322.00 

C Belanja 
modal 

Rp 69,818,004.00 Rp 69,818,004.00 Rp 1,709,544,991.00 

D Jumlah 
belanja 

Rp 22,588,253,676.00 Rp 20,601,660,903.00 Rp 28,218,718,229.00 

E Surplus/Defi
sit 

Rp -

22,463,253,676.00 

Rp -

20,444,360,903.00 

Rp -28,063,918,229.00 

Sumber 2024: Keuangan Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Enrekang 
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TABEL 4.2 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS 

TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 

KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 

 

No Uraian Anggaran Tahun 2023 Realisasi  Realisasi Tahun 2022 

A Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Rp 130,000,000.00 Rp 152,950,000.00 Rp 157,300,000.00 

B Belanja 
operasional 
 

Rp 55,005,300,191.00 Rp 44,082,151,484.00 Rp 20,531,842,899.00 

 1. Belanja 
pegawai 

 

Rp 9,963,847,367.00 Rp 9,893,891,131.00 Rp 10,067,144,291.00 

 2. Belanja 
barang 
dan jasa 

 

Rp 11,580,285,624.00 Rp 10,464,629,753.00 Rp 4,578,906,841.00 

 3. Belanja 
pemelihar
aan 

Rp 100,250,000.00 Rp 99,115,000.00 Rp 75,000,000.00 

 4. Belanja 
Perjalana
n Dinas 

Rp 6,087,921,224.00 Rp 5,656,929,838.00 Rp 2,392,052,263.00 

 5. Belanja 
hibah 

Rp 33,461,167,200.00 Rp 23,723,630,600.00 Rp 5,885,791,767.00 

C Belanja 
modal 

Rp 7,094,400,000.00 Rp 5,629,567,600.00 Rp 69,818,004.00 

D Jumlah 
belanja 

Rp 62,099,700,191.00 Rp 49,711,719,084.00 Rp 20,601,660,903.00 

E Surplus/Defi
sit 

Rp -

61,969,700,191.00 

Rp -

49,558,769,084.00 

Rp -20,444,360,903.00 

 
Sumber 2024: Keuangan Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Enrekang 
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TABEL 4.3 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS 

TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 

KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024 

 

No Uraian Anggaran Tahun 2024 Realisasi  Realisasi Tahun 2023 

A Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Rp 161,200,000.00 Rp 167,350,000.00 Rp 152,950,000.00 

B Belanja 
operasional 
 

Rp 54,167,648,549.00 Rp 39,408,160,880.00 Rp 44,082,151,484.00 

 1. Belanja 
pegawai 

 

Rp 11,434,558,019.00 Rp 11,204,294,837.00 Rp 9,893,891,131.00 

 2. Belanja 
barang 
dan jasa 

 

Rp 8,419,914,630.00 Rp 5,356,154,735.00 Rp 10,464,629,753.00 

 3. Belanja 
pemeliha
raan 

Rp 78,390,000.00 Rp 54,118,970.00 Rp 99,115,000.00 

 4. Belanja 
Perjalana
n Dinas 

Rp 4,118,626,030.00 Rp 2,481,975,706.00 Rp 5,656,929,838.00 

 5. Belanja 
hibah 

Rp 34,313,175,900.00 Rp 22,847,711,308.00 Rp 23,723,630,600.00 

C Belanja 
modal 

Rp 450,000,000.00 Rp 0.00 Rp 5,629,567,600.00 

D Jumlah 
belanja 

Rp 54,617,648,549.00 Rp 39,408,160,880.00 Rp 49,711,719,084.00 

E Surplus/Defi
sit 

Rp -

54,456,448,549.00 

Rp -

39,240,810,880.00 

Rp -49,558,769,084.00 

Sumber 2024: Keuangan Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan 
Kabupaten Enrekang 
 
 
 
 
 
 
       Analisis kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini merupakan suatu proses 
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penilaian terhadap tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau 

kegiatan keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2022-2024. 

Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang pada 

penelitian ini meliputi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas 

Keuangan, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut, nantinya dapat diketahui 

kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang. Hasil dari analisis rasio tersebut adalah: 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

RKKD =
 PAD

Pendapatan Transfer
𝑥100% 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat 

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. 

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2022 

dilihat dibawah ini: 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
125000000

96000000
𝑥100% 

              = 13,02% 

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa daerah 

belum mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal 
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pembangunan dan pelayanan kemasyarakat serta kontribusi sebagi pendapat 

sebesar 13,02%.  

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2023 

dilihat dibawah ini: 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
130000000

98000000
𝑥100% 

                        = 13,26% 

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2023 tidak jauh berbeda 

dengan rasio kemandirian daerah pada tahun 2022, menunjukkan jika daerah 

juga belum mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam 

hal pembangunan dan pelayanan kemasyarakat serta kontribusi karena 

masuk dalam kategori rendah sekali, yaitu berada pada rentang 0%-25% 

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 

2024 dilihat dibawah ini : 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =
161200000

110000000
𝑥100% 

                        = 14,65% 

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa 

terdapat sedikit peningkatan, namun daerah masih belum mampu membiayai 

diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan 

pelayanan kemasyarakat serta kontribusi karena masuk dalam kategori 

rendah sekali, yaitu berada pada rentang 0%-25%. 

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja 

Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dimulai pada 
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tahun 2022 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Keuangan Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang sebesar 

13,02% dan tahun 2023 sebesar 13,26% hingga sebesar 14,65% ditahun 

2024. 

2. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Rasio Efektivitas PAD x = Anggaran Realisasi PAD × 100% 
        Anggaran PAD  
 

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan 

target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio 

Efektivitas semakin baik kinerja keuangan daerah. 

- Hasil perhitugan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2022 dilihat di bawah ini: 

Rasio Efektivitas PAD    = 157300000 X 100% 

    125000000 
          

         = 12,5% 

Rasio Efektivitas PAD tahun 2022, jika dimasukkan pada ukuran 

efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 12,5% masih berada pada 

interval dibawah 75% yang berarti bahwa tidak efektif. 

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2023 dilihat dibawah 

ini : 

Rasio Efektivitas PAD   = 152950000 X 100% 

    130000000 

         = 11,7% 
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Rasio Efektivitas PAD tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun 

sebelumnya, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah 

daerah sebesar 11,7% masih berada pada interval dibawah 75% yang 

berarti bahwa tidak efektif. 

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2024 dilihat dibawah 

ini : 

Rasio Efektivitas PAD= 167350000 X 100% 

                         161200000 

      = 10,3% 

Rasio Efektivitas PAD tahun 2024 juga lebih menurun lagi dari tahun 

2023, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah 

sebesar 10,3% masih berada pada interval dibawah 75% yang berarti bahwa 

tidak efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja 

Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dimulai pada tahun 2022 Rasio 

Efektivitas PAD pada Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang sebesar 12,5%, tahun 2023 sebesar 11,7%, 

dan sebesar 10,3% di tahun 2024. 

3. Rasio Keserasian Belanja Operasional 

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Rasio Belanja Operasional = Total Belanja Operasional X 100% 

                  Total Belanja Daerah 
 



 

52 
 

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada Belaja Operasi dan Belaja Modal 

secara optimal. 

- Hasil perhitungan  Rasio Keserasian pada Tahun 2022 dilihat dibawah ini : 

Rasio Belanja Operasional    = 20531842899 X 100% 

             20601660903 

     = 0,9% 

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai 

porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja 

Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam 

satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal 

tertentu sifatnya rutin atau berulang.  Pada umumya proporsi Belanja 

Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. 

Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,9%, hal 

ini tergolong masih rendah dimana rasio belanja operasional belum 

mendominasi dari total belanja daerah. 

- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2023 dilihat dibawah ini: 

Rasio Belanja Operasional    = 44082151484 X 100% 

         49711719084 

           = 0,8% 

Pada umumya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja 

daerah, yaitu antara 60-90%. Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2023 

yaitu sebesar 0,8%, hal tersebut  tergolong masih rendah dimana rasio belanja 

operasional belum mendominasi belanja daerah, sehingga total belanja 

daerah yang cukup besar dapat menyokong pembangunan daerah. 
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- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2024 dilihat dibawah ini: 

Rasio Belanja Operasional    = 39408160880 X 100% 

        39408160880 

                      = 1% 

Pada umumya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja 

daerah, yaitu antara 60-90%. Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2024 

yaitu sebesar 1%, hal ini tergolong stabil dimana rasio belanja operasional 

sama dengan total belanja daerah. 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, 

Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan 

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. 

Dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 20.531.842.899 dimana Rasio 

mengalami peningkatan pada Tahun 2023 Rp 44.082.151.484, akan tetapi 

pada Tahun 2024 terjadi penurunan yaitu sebesar Rp 39.408.160.880 hal 

tersebut membuktikan bahwa Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura 

dan Perkebunan Kabupaten Enrekang telah memprioritskan untuk belanja 

operasi dan belanja modal, namun tetap mempertimbangkan pendapatan 

daerah yang ada. 
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Tabel 4.4 Rasio Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang 

No Uraian 
Tahun  

2022 2023 2024 

1 RKKD 13,02% 13,26% 14,65% 

2 Efektivitas PAD 12,5% 11,7% 10,3% 

3 Keserasian 0,9% 0,8% 1% 

Sumber: Hasil analisis keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja 

Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mulai dari 

13,02%, 13,26%; dan 14,65%. Sedangkan dengan kinerja Keuangan Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang jika 

dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sebesar 12,5%, 11,7%, dan 10,3%. Dan 

berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, Rasio 

Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Dinas 

Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Enrekang sebesar 

0,9% ditahun 2022, ditahun 2023 sebesar 0,8% dan pada tahun 2024 sebesar 

1% 

C. Pembahasan 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja 

Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 

Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

dimulai pada tahun 2022 terjadi peningkatan RKKD secara bertahap dari 

tahun 2022 ke 2024, yakni dari 13,02% menjadi 14,65%. Meskipun 
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peningkatannya relatif moderat, tren ini menunjukkan arah positif terhadap 

upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kenaikan ini dapat diartikan 

sebagai hasil dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi 

dalam belanja daerah, atau adanya sumber pendapatan baru yang dikelola 

daerah sendiri. Namun, meskipun terdapat peningkatan, angka RKKD 

masih tergolong rendah, karena umumnya daerah dikategorikan mandiri 

apabila rasio melebihi 50%. Oleh karena itu, Dinas Pangan dan Hortikultura 

masih memiliki ruang besar untuk memperkuat basis fiskal daerah, 

misalnya melalui kerja sama agribisnis, pemanfaatan aset daerah, atau 

pemberdayaan petani hortikultura yang berdampak pada peningkatan PAD 

secara tidak langsung. 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan salah satu 

indikator utama dalam mengukur kapasitas fiskal suatu pemerintah daerah 

dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahannya secara mandiri 

tanpa bergantung secara dominan pada dana transfer dari pusat. Dalam 

konteks Kabupaten Enrekang, RKKD yang meningkat dari 13,02% pada 

tahun 2022 menjadi 14,65% pada tahun 2024 mencerminkan adanya 

perbaikan, meskipun tingkat kemandirian ini masih tergolong rendah. 

Menurut Wulandari et al (2023), daerah dikatakan memiliki kemandirian 

fiskal yang tinggi apabila RKKD berada di atas 50%. Artinya, Kabupaten 

Enrekang masih sangat bergantung pada transfer dana pusat dan provinsi. 

Fenomena ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Akbar (2024) yang 

menemukan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih 

berada pada fase instruktif, yaitu pengaruh pusat terhadap keuangan 

daerah masih sangat kuat. Ketergantungan ini menjadi tantangan bagi 
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Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam 

mengembangkan program yang bersifat lokal dan berkelanjutan, mengingat 

fleksibilitas anggaran yang terbatas dapat membatasi ruang inovasi dan 

responsifitas terhadap kebutuhan riil petani. 

Rendahnya RKKD juga dapat diasosiasikan dengan lemahnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini menjadi sumber utama 

dalam penghitungan rasio tersebut. PAD yang belum optimal 

mencerminkan bahwa potensi sumber-sumber pendapatan, khususnya 

yang berbasis agribisnis dan jasa hortikultura, belum dimanfaatkan secara 

maksimal.  

2. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas PAD mengukur tingkat keberhasilan daerah dalam 

merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Nilai >100% 

menunjukkan efektivitas tinggi, sedangkan nilai <100% menandakan 

realisasi di bawah target. Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat 

dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan 

Perkebunan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, 

Rasio efektivitas PAD justru mengalami penurunan setiap tahun, dari 

12,5% pada tahun 2022 menjadi 10,3% di tahun 2024. Penurunan ini 

menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PAD atau pencapaian terhadap 

target yang ditetapkan mengalami penurunan efektivitas. Ada dua 

penyebab utama, yaitu penetapan target PAD yang terlalu tinggi, tidak 

sebanding dengan potensi yang ada dan kemampuan pemungutan atau 

pengelolaan PAD yang melemah, akibat lemahnya pengawasan, sistem 

penarikan, atau kesadaran wajib pajak. Implikasinya terhadap Dinas 
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Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan cukup signifikan, karena 

penurunan efektivitas PAD dapat mengurangi kapasitas fiskal daerah 

dalam membiayai program-program pengembangan pertanian hortikultura. 

Jika PAD sebagai indikator utama kemandirian melemah, maka anggaran 

dinas menjadi lebih bergantung pada transfer dari pusat. 

Selain RKKD, efektivitas PAD juga menjadi tolok ukur penting dalam 

mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Data menunjukkan penurunan 

efektivitas PAD dari 12,5% pada tahun 2022 menjadi 10,3% di tahun 2024. 

Efektivitas PAD yang menurun menandakan adanya kesenjangan antara 

target dan realisasi PAD, yang dapat disebabkan oleh overestimasi dalam 

perencanaan, lemahnya sistem pemungutan, atau menurunnya daya saing 

sektor ekonomi daerah. Menurut Adinda (2024), penurunan efektivitas 

PAD mencerminkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam 

merumuskan target yang realistis dan menjalankan fungsi intensifikasi 

serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. 

Lebih lanjut, penurunan efektivitas PAD ini berdampak langsung pada 

terbatasnya kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran yang 

cukup bagi belanja pembangunan, termasuk sektor pertanian dan 

hortikultura yang menjadi fokus pelayanan Dinas Tanaman Pangan 

Hortikultura dan Perkebunan. Hal ini dikuatkan oleh studi Hidayat (2024), 

yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD memiliki korelasi positif 

terhadap pertumbuhan belanja modal daerah, yang berarti semakin tinggi 

efektivitas PAD, semakin besar potensi belanja modal untuk kegiatan 

produktif. 
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Dari perspektif manajemen keuangan daerah, efektivitas PAD yang 

rendah juga menurunkan daya tawar daerah dalam perencanaan 

pembangunan jangka menengah. Hal ini menyebabkan strategi 

pembangunan yang bersifat infrastruktur jangka Panjang seperti 

pengembangan jaringan irigasi hortikultura atau penyediaan alat 

pascapanen terhambat karena minimnya dukungan pembiayaan internal. 

Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam tata kelola PAD, terutama 

melalui pe 

mutakhiran data objek dan subjek pajak, integrasi digitalisasi layanan, 

serta penguatan kapasitas SDM pengelola PAD. 

3. Rasio keserasian 

Rasio keserasian biasanya digunakan untuk melihat keseimbangan 

antara belanja operasional dan belanja pembangunan (modal). Dalam 

konteks ini, nilai keserasian mengindikasikan proporsi belanja 

pembangunan terhadap total belanja. Berdasarkan data hasil penelitian 

dapat dilihat bahwa nilai rasio keserasian selama tiga tahun relatif rendah, 

tahun 2022 hanya 0,9%, tahun 2023 turun menjadi 0,8%, dan tahun 2024 

menjadi 1,0%. Nilai tersebut berada di bawah angka ideal yang seharusnya 

mendekati atau melebihi 1,5–2,0 jika pemerintah serius meningkatkan 

belanja pembangunan. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa belanja 

daerah lebih banyak terserap untuk kegiatan rutin (belanja pegawai dan 

operasional) dibandingkan belanja modal atau pembangunan infrastruktur. 

Hal ini menimbulkan dua implikasi besar, yaitu Dinas Pangan dan 

Hortikultura memiliki keterbatasan dalam mengembangkan program 

pembangunan fisik seperti penyediaan alat pertanian, pembangunan 
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gudang penyimpanan, irigasi teknis, dan pusat distribusi hasil hortikultura 

serta ketimpangan tersebut juga menghambat inovasi dan program 

strategis berbasis infrastruktur jangka panjang yang diperlukan dalam 

pembangunan pertanian modern dan berkelanjutan.  

Di sisi lain, rasio keserasian yang menunjukkan perbandingan 

belanja pembangunan terhadap total belanja daerah juga menunjukkan 

angka yang relatif stagnan dan rendah, yakni hanya sekitar 0,8% hingga 

1,0% sepanjang periode 2022–2024. Angka ini jauh dari ideal, karena 

menurut Kementerian Dalam Negeri, porsi belanja modal yang proporsional 

adalah minimal 20% dari total belanja untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. Dengan belanja pembangunan yang rendah, arah 

kebijakan anggaran cenderung bersifat konsumtif ketimbang produktif. 

Rendahnya belanja pembangunan berdampak serius terhadap 

fungsi pelayanan publik, termasuk dalam sektor pangan dan hortikultura. 

Infrastruktur pertanian yang tidak memadai, minimnya fasilitas pendukung 

produksi, dan kurangnya pelatihan teknis bagi petani merupakan 

konsekuensi dari kebijakan anggaran yang belum berpihak pada penguatan 

sektor produktif. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Rahmawati 

(2024), yang menyatakan bahwa dominasi belanja operasional 

mempersempit ruang fiskal pembangunan daerah, khususnya dalam sektor 

strategis seperti pertanian dan ketahanan pangan. 

Selain itu, keserasian belanja juga mencerminkan orientasi 

kebijakan pemerintah daerah. Dalam teori anggaran berbasis kinerja, 

pengeluaran daerah semestinya mencerminkan prioritas pembangunan 
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yang terukur hasilnya. Oleh karena itu, struktur belanja yang tidak seimbang 

menjadi indikator kurang efektifnya proses perencanaan pembangunan. 

Ketiga rasio yang dianalisis RKKD, efektivitas PAD, dan rasio keserasian 

saling terkait secara sistemik dan mempengaruhi kapasitas institusi daerah. Dalam 

kerangka teori fiskal desentralisasi, kemampuan daerah dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber daya keuangan secara mandiri merupakan syarat utama 

untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam analisis, ketiga indikator tersebut masih menunjukkan lemahnya 

kapasitas fiskal, baik dari sisi pendapatan, realisasi target, maupun belanja 

pembangunan. 

Situasi tersebut mempertegas bahwa perlu ada transformasi fiskal secara 

menyeluruh. Langkah-langkah seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan 

belanja pembangunan yang produktif, serta reformasi sistem penganggaran perlu 

segera dilakukan. Salah satu strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat 

sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata melalui konsep agrowisata 

hortikultura, yang terbukti mampu meningkatkan PAD dan memberdayakan 

masyarakat lokal. 

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam sektor hortikultura juga 

dapat meningkatkan efisiensi layanan, mendorong produktivitas, dan membuka 

peluang kerja sama investasi dengan pihak swasta. Pemanfaatan Internet of 

Things (IoT), sistem informasi geografis (GIS), serta pengembangan database 

petani dan komoditas unggulan dapat menjadi landasan reformasi sistem 

keuangan dinas berbasis data. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas 

perencanaan dan alokasi anggaran secara terukur. 
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Dengan demikian, pembenahan keuangan daerah harus dibarengi dengan 

pendekatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika 

ekonomi lokal. Pemerintah daerah bersama DPRD dan perangkat teknis, termasuk 

Dinas Pangan dan Hortikultura, perlu menyusun strategi fiskal yang 

mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya untuk 

sektor-sektor yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai penutup, meskipun hasil analisis menunjukkan adanya sejumlah 

keterbatasan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun potensi perbaikannya 

masih terbuka lebar. Diperlukan komitmen politik, reformasi kebijakan fiskal, dan 

penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan 

daerah yang sehat, mandiri, dan berpihak pada pembangunan berkelanjutan di 

sektor pangan dan hortikultura. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) 

menunjukkan tren membaik, namun masih berada dalam kategori rendah. 

Peningkatan berkelanjutan harus difokuskan pada penguatan PAD dan 

efisiensi belanja. Efektivitas PAD menurun secara konsisten, mengindikasikan 

perlunya evaluasi target PAD dan optimalisasi strategi pemungutan. Rasio 

Keserasian yang rendah mengindikasikan dominasi belanja operasional. Perlu 

pergeseran kebijakan untuk meningkatkan belanja pembangunan guna 

mendukung sektor pertanian hortikultura secara struktural. 

B. Saran 

1. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang perlu meningkatkan produktivitas PAD berbasis sektor unggulan 

(pertanian dan hortikultura), misalnya dengan mengenakan retribusi jasa 

pasca panen, distribusi, dan pelatihan pertanian.  

2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 

Enrekang perlu melakukan optimalisasi penggunaan dana operasional 

agar sebagian dapat dialihkan ke belanja pembangunan, seperti irigasi 

teknis dan infrastruktur pasar tani.  

3. Melakukan perencanaan fiskal jangka menengah yang berorientasi pada 

peningkatan rasio keserasian dan kemandirian fiskal melalui kebijakan 

anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) 
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LAMPIRAN  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS TANAMAN 

PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN  

ENREKANG TAHUN 2022 

 

No Uraian Anggaran Tahun 2022 Realisasi  Realisasi Tahun 2021 

A Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Rp 125,000,000.00 Rp 157,300,000.00 Rp 154,800,000.00 

B Belanja 
Operasi 

Rp 22,518,435,672.00 Rp 20,531,842,899.00 Rp 26,509,173,238.00 

 6. Belanja 
pegawai 

 

Rp 10,090,944,291.00 Rp 10,067,144,291.00 Rp 9,755,181,196.00 

7. Belanja 
barang 
dan jasa 

 

Rp 4,717,387,314.00 Rp 4,578,906,841.00 Rp 9,608,134,720.00 

8. Belanja 
pemeliha
raan 

Rp 75,000,000.00 Rp 75,000,000.00 Rp 89,400,000.00 

9. Belanja 
Perjalana
n Dinas 

Rp 2,392,907,604.00 Rp 2,392,052,263.00 Rp 2,306,306,239.00 

10. Bela
nja hibah 

Rp 7,710,104,067.00 Rp 5,885,791,767.00 Rp 7,145,857,322.00 

C Belanja 
modal 

Rp 69,818,004.00 Rp 69,818,004.00 Rp 1,709,544,991.00 

D Jumlah 
belanja 

Rp 22,588,253,676.00 Rp 20,601,660,903.00 Rp 28,218,718,229.00 

E Surplus/Defi
sit 

Rp -

22,463,253,676.00 

Rp -

20,444,360,903.00 

Rp -28,063,918,229.00 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS TANAMAN 

PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN  

ENREKANG TAHUN 2023 

  

No Uraian Anggaran Tahun 2023 Realisasi  Realisasi Tahun 2022 

A Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Rp 130,000,000.00 Rp 152,950,000.00 Rp 157,300,000.00 

B Belanja 
operasional 
 

Rp 55,005,300,191.00 Rp 44,082,151,484.00 Rp 20,531,842,899.00 

 6. Belanja 
pegawai 

 

Rp 9,963,847,367.00 Rp 9,893,891,131.00 Rp 10,067,144,291.00 

 7. Belanja 
barang 
dan jasa 

 

Rp 11,580,285,624.00 Rp 10,464,629,753.00 Rp 4,578,906,841.00 

 8. Belanja 
pemelihar
aan 

Rp 100,250,000.00 Rp 99,115,000.00 Rp 75,000,000.00 

 9. Belanja 
Perjalana
n Dinas 

Rp 6,087,921,224.00 Rp 5,656,929,838.00 Rp 2,392,052,263.00 

 10. Bela
nja hibah 

Rp 33,461,167,200.00 Rp 23,723,630,600.00 Rp 5,885,791,767.00 

C Belanja 
modal 

Rp 7,094,400,000.00 Rp 5,629,567,600.00 Rp 69,818,004.00 

D Jumlah 
belanja 

Rp 62,099,700,191.00 Rp 49,711,719,084.00 Rp 20,601,660,903.00 

E Surplus/Defi
sit 

Rp -

61,969,700,191.00 

Rp -

49,558,769,084.00 

Rp -20,444,360,903.00 
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS TANAMAN 

PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN  

ENREKANG TAHUN 2024 

 

No Uraian Anggaran Tahun 2024 Realisasi  Realisasi Tahun 2023 

A Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Rp 161,200,000.00 Rp 167,350,000.00 Rp 152,950,000.00 

B Belanja 
operasional 
 

Rp 54,167,648,549.00 Rp 39,408,160,880.00 Rp 44,082,151,484.00 

 6. Belanja 
pegawai 

 

Rp 11,434,558,019.00 Rp 11,204,294,837.00 Rp 9,893,891,131.00 

 7. Belanja 
barang 
dan jasa 

 

Rp 8,419,914,630.00 Rp 5,356,154,735.00 Rp 10,464,629,753.00 

 8. Belanja 
pemeliha
raan 

Rp 78,390,000.00 Rp 54,118,970.00 Rp 99,115,000.00 

 9. Belanja 
Perjalana
n Dinas 

Rp 4,118,626,030.00 Rp 2,481,975,706.00 Rp 5,656,929,838.00 

 10. Bela
nja hibah 

Rp 34,313,175,900.00 Rp 22,847,711,308.00 Rp 23,723,630,600.00 

C Belanja 
modal 

Rp 450,000,000.00 Rp 0.00 Rp 5,629,567,600.00 

D Jumlah 
belanja 

Rp 54,617,648,549.00 Rp 39,408,160,880.00 Rp 49,711,719,084.00 

E Surplus/Defi
sit 

Rp -

54,456,448,549.00 

Rp -

39,240,810,880.00 

Rp -49,558,769,084.00 
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